WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR: § TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN

Menimbang

Mengingat

BERKELANJUTAN
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-y

WALIKOTA PAGAR ALAM,

bahwa terjaminnya hak atas pangan bagi
segenap masyarakat merupakan hak asasi
manusia yang sangat fundamental dan menjadi
tanggung jawab negara untuk memenuhinya;

bahwa dalam rangka penetapan kawasan
pertanian pangan berkelanjutan perlu disusun
rencana perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan di Kota Pagar Alam,;

bahwa dalam rencana perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan di Kota Pagar
Alam telah dilakukan pengukuran luasan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, b dan c¢ perlu menetapkan
peraturan Walikota tentang Rencana
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan Kota Pagar Alam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068);



10.

11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5433);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
tentang penetapan dan Alih Fungsi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5185);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012
tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
5279);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012
tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5288);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria
Teknis Kawasan Budidaya;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
41/Permentan/0OT.140/9/2009 tentang Kriteria
Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian,

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
07 /Permentan/0T.120/2/2012 tentang
Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan
Kawasan Lahan dan Iahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan,



12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah
Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN KOTA PAGAR ALAM

Pasall
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Pagar Alam
. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
. Walikota adalah Walikota Pagar Alam

. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian
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yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten
guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan
kedaulatan pangan nasional.

5. Lahan Peruntukan Pertanian adalah lahan budidaya yang dialokasikan
dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pasal 2
Luas lahan peruntukan pertanian budidaya tanaman pangan yang

ditetapkan sebagai rencana perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan seluas kurang lebih 1.392,66 (Seribu Tiga Ratus Sembilan
Puluh Dua koma Enam Puluh Enam) hektar, meliputi;

1. Kecamatan Pagar Alam Utara seluas kurang lebih 74.77 (Tujuh Puluh
Empat koma Tujuh Puluh Tujuh) hektar;

2. Kecamatan Pagar Alam Selatan seluas kurang lebih 142.50 (Seratus
Empat Puluh Dua koma Lima Puluh) hektar;

3. Kecamatan Dempo Utara seluas kurang Iebih 394.01 (Tiga Ratus
Sembilan Puluh Empat koma Nol Satu) hektar;



4. Kecamatan Dempo Tengah seluas kurang lebih 259.97 (Dua Ratus
Lima Puluh Sembilan koma Sembilan Puluh Tujuh) hektar;
5. Kecamatan. Dempo Selatan seluas kurang lebih 521.41 (Lima Ratus

Dua Puluh Satu koma Empat Puluh Satu) hektar;

Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan
Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 14 meret 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,
dto
ALPIAN MASKONI
Diundangkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 18 maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2019 NOMOR 06



